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BAB V 
PENUTUP 

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran dari analisa-analisa yang telah dilakukan oleh 

peneliti.  

V.1. Kesimpulan  

 Setelah menelaah fakta-fakta setiap pembahasan, maka kesimpulan yang dapat ditarik 

adalah sebagai berikut:   

Pertama, atas pertanyaan penelitian pertama apakah Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah 

berkontribusi memberi ruang partisipasi buruh perempuan dalam pembangunan Partai Buruh, 

maka berdasarkan fakta-fakta dan analisis pembahasan di atas, menyimpulkan bahwa keberadaan 

Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut yang mewajibkan penerapan 30% keterwakilan 

perempuan dalam struktur partai, telah berkontribusi atau “memaksa” partai politik, termasuk 

Partai Buruh membuka ruang partisipasi luas untuk merekrut buruh perempuan. Partai Buruh 

merekrut mereka berada dalam jajaran struktur kepengurusan di level nasional namun belum 

mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan. Hal ini karena dorongan partisipasi perempuan 

masih sebatas upaya memenuhi syarat administrasi untuk meloloskan Partai Buruh menjadi peserta 

pemilu 2024. 

Kedua, atas pertanyaan bagaimana latar belakang dan proses pendirian kembali Partai 

Buruh pada 2020 – 2021, berdasarkan fakta-fakta dan analisis dari pembahasan di atas maka 

pendirian kembali Partai Buruh utamanya dilatarbelakangi oleh fakta pemiskinan terstruktur 

(sistemik) yang dilegalkan oleh hukum dan upaya konsolidasi terus menerus gerakan buruh dan 
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rakyat. Kedua hal tersebut berhasil mengerucutkan kesimpulan bahwa Partai Buruh adalah 

kebutuhan yang mesti dibangun, meskipun berhadapan dengan hukum existing yang cukup berat. 

Harus diakui bahwa partai menghadapi syarat administrasi yang cukup rumit untuk lolos sebagai 

peserta pemilu. Proses menghidupkan kembali Partai Buruh ini juga melibatkan buruh perempuan 

di dalamnya, namun perannya belum terlalu mendapat ruang untuk muncul secara publik. 

Ketiga, atas pertanyaan bagaimana keterlibatan buruh perempuan dalam pendirian dan 

pasca pendirian Partai Buruh, maka berdasarkan fakta-fakta dan analisis dari pembahasan di bab 

4 di atas, bahwa keterlibatan buruh perempuan saat pendirian dan pasca pendirian penerapannya 

berbeda-beda, tergantung kultur atau budaya yang menjadi pola di masing-masing organisasi. Ada 

yang partisipasinya bersifat substantif, dimana buruh perempuan betul-betul memperoleh ruang 

untuk pengambilan keputusan seperti citizen control dalam teori Arnstein. Sebaliknya, ada juga 

yang penerapan partisipasinya semu  dengan kategori peredaman (placation), hanya formalitas 

sekedar komunikasi sepintas lalu. Keduanya berkontribusi pada ketidakmaksimalan partisipasi 

mereka dalam pengambilan keputusan strategis di tubuh partai. Selain itu, partisipasi buruh 

perempuan juga masih terkendala dengan budaya patriarki yang mempengaruhi ketidakpercayaan 

diri perempuan dan mekanisme yang belum clear pada masing-masing organisasi yang 

mempengaruhi cara pandang dalam melihat dan mempraktikkan kesetaraan dan buruh perempuan 

mempunyai kekhususan yang mesti mendapat afirmasi. Secara umum, penerapan partisipasi buruh 

perempuan dalam Partai Buruh belum memenuhi partisipasi substantif.  

V.2. Saran-saran 

 Atas kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat disampaikan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut:  
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1. Sebagai partai yang baru dihidupkan kembali di 2021, Partai Buruh memperoleh moment 

untuk membuat sistematika kepartaian dengan partisipatif substantif pada kader 

perempuannya agar menjadi pola. Hal ini yang mulai bisa dibenahi sambil berproses dalam 

melaksanakan pemilu di 2024. Pola baik ini akan menjadi tradisi (kebiasaan) sebagai strategi 

untuk dapat memajukan dan menambah kader-kader perempuannya baik secara kuantitas 

maupun kualitas.   

2. Pelibatan buruh perempuan dalam Partai Buruh adalah langkah maju yang layak mendapat 

apresiasi. Sungguhpun begitu, proses ideologisasi bertema kesetaraan gender perlu menjadi 

pola baik di level nasional sampai wilayah, baik bagi pengurus maupun anggota dan 

simpatisan partai yang laki-laki, perempuan, maupun gender lain. Hal ini perlu dilakukan 

sebagai bekal mempraktikkan transparansi perekrutan kader perempuan untuk mewujudkan 

partisipasi substantif. Selain itu juga upaya menambah pengetahuan, penambahan kapasitas 

untuk praktik membangun partai yang menjunjung tinggi kesetaraan pada perempuan. 

Proses ideologisasi ini juga mesti mendapat pantauan dalam praktik keseharian berpartai.  

3. Partai Buruh perlu berupaya menggali problem-problem khusus yang dihadapi oleh buruh 

perempuan sehingga ada kebijakan afirmasi yang perlu diputuskan oleh partai. Hal ini untuk 

mendorong praktik partisipasi substantif buruh perempuan dalam pengambilan keputusan 

strategis di tubuh partai.   
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Lampiran 1:  list pertanyaan untuk narasumber: 

1. Bagaimana proses serikat-serikat buruh yang tergabung dalam Partai Buruh 

memutuskan untuk membangun kembali partai buruh?  

2. Bagaimana persetujuan dengan anggota? Melalui kongres atau konferensi? Bagaimana 

dengan persetujuan buruh di tingkat pabrik atau tempat kerja? Mekanismenya seperti 

apa? 

3. Apakah bentuk partisipasi buruh perempuan dalam pengambilan keputusan itu? 

4. Apa tanggapan, respon, reaksi buruh perempuan saat pengambilan keputusan itu? 

5. Bagaimana proses buruh perempuan untuk menjadi pengurus Partai Buruh?  

6. Apa alasan khusus kenapa buruh perempuan mendukung pembangunan Partai Buruh 

dan bersedia menjadi pengurus? 

7. Apakah buruh perempuan merasa bahwa Partai Buruh mengakomodir kepentingan 

buruh perempuan? Kenapa? 

8. Apakah ada mandat khusus dari masing-masing organisasi pendukung Partai Buruh 

untuk terlibat aktif di Partai Buruh? Bentuknya seperti apa? 

9. Bagaimana keterlibatan buruh perempuan dalam proses verifikasi administrasi dan 

verifikasi faktual untuk meloloskan Partai Buruh menjadi peserta pemilu di 2024? 

10. Bagaimana keterlibatan atau partisipasi buruh perempuan dalam kongres Oktober 

2020? 

11. Bagaimana keterlibatan atau partisipasi buruh perempuan khususnya Pengurus Pleno 

Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh dalam rakernas?  

12. Agenda apa yang pernah diikuti dan paling berkesan (sebagai perempuan) Pengurus 

Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh yang diselenggarakan Partai Buruh? 
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13. Kendala apa yang dihadapi oleh Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai 

Buruh selama aktif di Partai Buruh? (dispensasi, surat tugas, surat instruksi, dll? 

14. Upaya atau dorongan apa yang dilakukan oleh Pengurus Pleno Perempuan Komite 

Eksekutif Partai Buruh untuk terlibat aktif dalam Partai Buruh? 

15. Upaya apa yang dilakukan oleh Partai Buruh untuk mendorong kemajuan dan 

partisipasi buruh perempuan? 
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Lampiran 2: List Narasumber 

1.  Adityo Fajar, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh. 

2. Agus Supriyadi, Wakil Presiden Partai Buruh 

3.  Amalinda Savirani, Dosen Universitas Gajah Mada – Yogyakarta. 

4. Anie Afiana, Dewan Pengurus Nasional Serikat Petani Indonesia. 

5. Anna Margret, Ketua Cakra Wikara Indonesia (CWI). 

6. Bivitri Susanti, ahli hukum Tata Negara sekaligus dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia 

Jentera. 

7. Dartha Pakpahan, ketua umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) 

sekaligus anak almarhum Muchtar Pakpahan. 

8. Dian Rosita (Tita), pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera sekaligus 

peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). 

9. Dian Septi Trisnanti, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) 

sekaligus Ketua Bidang Perempuan KPBI. 

10. EW, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Serikat Pekerja. 

11. Guntoro Gugun Muhammad, Sekretaris Bidang PRT, Buruh Migran, dan Miskin Kota Partai 

Buruh. 

12. Ika Asih, Deputi Bidang Sosial Partai Buruh sekaligus Pengurus Pimpinan Cabang FSPMI 

Kabupaten Bekasi. 

13. IL, salah satu Deputi Bidang pada Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh 

dan Pengurus Perempuan Serikat. 

14. Ilhamsyah, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Buruh. 
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15. Jumiyem, Deputi Bidang Pekerja Rumah Tangga Partai Buruh (PRT). 

16. Khamid Istakhori, Program Officer Building and Wood Workers’ International (BWI) 

Regional Asia Pasifik/ 

17. Lita Anggraeni, Koordinator Jala PRT sekaligus  Ketua Bidang PRT, Buruh Migran, dan 

Miskin Kota Partai Buruh. 

18. Mundiah, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Sosial Partai 

Buruh.  

19. Rastingkem, Deputi Bidang kalimantan 1 Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai 

Buruh dan Bendahara DPP FSP KEP KSPI. 

20. Roza Febrianti, Sekretaris Bidang Olahraga, Seni Budaya, dan Pariwisata Partai Buruh 

sekaligus Pengurus Dewan Eksekutif Nasional FSPMI. 

21. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 

(KSPI). 

22. YK, Wasekjen Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh. 


